
PEMERINTAH  KABUPATEN  LEBONG 

DINAS SOSIAL 
Jalan Komplek Perkantoran Jalur Dua - TUBEI  

 

 

KEPUTUSAN 

KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN LEBONG 

NOMOR 14 TAHUN 2023 

 

TENTANG 
 

PEMBENTUKAN TIM DAN PROSEDUR 

PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK 

DI LINGKUNGAN DINAS SOSIAL KABUPATEN LEBONG 
 

KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN LEBONG, 
 

 

Menimbang : a. bahwa keterbukaan dan pelayanan informasi yang efektif 

dan efisien merupakan bagian dari komitmen Dinas Sosial 

Kabupaten Lebong; 
   

  b. bahwa keterbukaan dan pelayanan informasi yang efektif 

dan efisien di Dinas Sosial Kabupaten Lebong dilaksanakan 

melalui Meja Informasi dan Petugas Pengaduan; 
   

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan 

Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lebong tentang 

Pembentukan Tim Pengelola Meja Informasi dan Petugas 

Pengaduan di Dinas Sosial Kabupaten Lebong; 
   

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967  tentang 

Pembentukan Provinsi         Bengkulu (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 191, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828); 
   

  2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang 

Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kepahiang di Provinsi 

Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4349); 
   

  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 

Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5038); 
   

  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembar 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5234); 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 
   

  6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 29, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 
   

  7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 

tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5357); 
   

  8. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand 

Design Reformasi Birokrasi 2010-2025; 
   

  9. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang 

Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 614); 
   

  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 

2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 
   

  11. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 10 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

(Lembar Daerah Kabupaten Lebong Nomor 10 Tahun 2016); 
   

  12. Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2016 tentang Susunan 

Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten 

Lebong (Berita Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2016 

Nomor 36); 
   

  13. Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2017 tentang Tugas dan 

Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Sosial 

Kabupaten Lebong (Berita Daerah Kabupaten Lebong Tahun 

2017 Nomor 25). 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MEMUTUSKAN : 
   

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN LEBONG 

TENTANG PEMBENTUKAN TIM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN 

PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN DINAS SOSIAL 

KABUPATEN LEBONG 

KESATU : Membentuk dan Menetapkan Tim Pengelola Meja Informasi dan 

Petugas Pengaduan pada Dinas  Sosial  Kabupaten   Lebong  

sebagaimana terlampir  dalam Keputusan ini; 
   

KEDUA : Tugas Tim Pengelola Pengaduan : 

 Menerima dan merespon keluhan dari tamu/pelapor;  

 Menerima dan mencatat penanganan pengaduan kedalam 
buku register; 

 Memberikan layanan terhadap laporan pengaduan yang 
disampaikan untuk ditindaklanjuti secara efektif, efisien 
dan cepat serta dapat dipertanggungjawabkan; 

 Melaporkan hasil penanganan laporan pengaduan secara 
berjenjang kepada atasan. 

   

KETIGA : Tim Pengelola Meja Informasi dan Petugas Pengaduan 

sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU pada Keputusan 

ini bekerja dengan penuh rasa tanggungjawab dan melaporkan 

hasil pekerjaannya kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten 

Lebong; 
   

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan 

ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam 

keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya. 

  

Dikeluarkan di Tubei, 

Pada Tanggal : 17 Januari 2022 
 

Kepala, 
 

 

 

Drs. H. A. GOZALI 

Pembina Utama Muda/IV.c 

Nip. 19680723 199303 1 003 
Tembusan disampaikan kepada Yth: 

1. Bupati Lebong (sebagai laporan); 

2. Inspektur Inspektorat Kab. Lebong; 

3. Kepala Badan Keuangan Daerah Kab. Lebong; 

4. Kepala BKPSDM Kab. Lebong; 

5. Kepala Bagian ORTALA SETDA Kab. Lebong; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran I : Keputusan Kepala Dinas Sosial Kab. Lebong 

Nomor : 14 Tahun 2023 

Tanggal : 17 Januari 2023 

 

 

 

TIM PENGELOLA PETUGAS PENGADUAN 

 

 

No. JABATAN NAMA 
Jabatan dalam 

TIM 

1. 2. 3. 4. 

1. Sekretaris Dinas Drs. Robert Rio Mantovani Penanggung Jawab 

2. Kasubbag. Umum dan Keuangan Lenny Yuliani, S.H Koordinator 

3. 
Kabid. Pemberdayaan Sosial dan 
PFM 

Yasir hadibroto, S.E. Anggota 

4. Kasubbag. Program dan Data Yeni Kencana Wati, S.IP. Anggota 

5. 
Analis Program Penanganan 
Masalah Sosial 

Sevi Wulandar, S.Pd. Anggota 

 

 

 

Kepala, 
 

 

 

Drs. H. A. GOZALI 

Pembina Utama Muda/IV.c 

Nip. 19680723 199303 1 003 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran II : Keputusan Kepala Dinas Sosial Kab. Lebong 

Nomor : 19 Tahun 2023 

Tanggal : 12 Januari 2023 

Prosedur Layanan Meja Informasi 

N

O 
KEGIATAN 

PELAKSANAAN MUTU BAKU 

Petugas 

Layanan 
Resepsionis Pelapor Kelengkapan Waktu Output 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

1. Petugas resepsionis menerima dan menyambut tamu/ 

pelapor yang datang, meminta informasi data tamu 

    5 menit  Data 

tamu/pelapor 

2. Petugas layanan mencatat pertanyaan yang diajukan oleh 

pelapor dan kemudian meminta kepada resepsionis untuk 

membantu menyiapkan bahan-bahan yang dibutuhkan terkait 

dengan informasi yang diajukan pelapor 

   Data tamu/pelapor 30 

menit  

Berkas 

informasi, 

Data dukung 

3. Resepsionis mengumpulkan bahan_bahan terkait dengan 

informasi dan menyampaikan kepada petugas layanan 
   Berkas informasi, 

Peraturan 

perundang_undanga

n, Data Pendukung  

30 

menit  

Informasi 

kebutuhan 

pelapor 

4. Petugas layanan menjelaskan informasi yang dibutuhkan 

pelapor 
   Informasi 

kebutuhan pelapor  

60 

menit  

Informasi 

kebutuhan 

pelapor 

5. Pelapor menerima layanan informasi yang dibutuhkan      Layanan 

informasi 

 

  
Kepala, 

 

 

 

Drs. H. A. GOZALI 

Pembina Utama Muda/IV.c 

Nip. 19680723 199303 1 003 

 

 



Lampiran III : Keputusan Kepala Dinas Sosial Kab. Lebong 

Nomor : 14 Tahun 2023 

Tanggal : 17 Januari 2023 

 

A. Prosedur Pelayanan Pengaduan Secara Langsung 

N

O 
KEGIATAN 

PELAKSANAAN MUTU BAKU 

Pelapo

r 

Resepsioni

s 

Petugas 

Layanan 

Bidang 

Teknis 
Kelengkapan Waktu Output 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

A. Proses penerimaan pengaduan        

1. Pelapor melaporkan kedatangannya ke 

resepsionis dan menanyakan bagian yang 

menangani; 

    Identitas 5 menit Data 
pelapor 

2. Resepsionis menghubungi Petugas Layanan 

pengaduan masyarakat untuk diterima; 

    Data pelapor 5 menit Data dan 

berkas  

3. Petugas Layanan menerima, mencatat, 

mengidentifikasi dan menganalisis permasalahan 

yang dihadapi pelapor; 

    Berkas 

pengaduan 

15 

menit 

Analsis 

pengaduan 

4. Petugas Layanan berkoordinasi kepada bidang 

teknis dan menyampaikan pelaporan, bidang 

teknis akan membantu memberikan layanan 

kepada pelapor; 

    Berkas 
analisis 

15 
menit 

Laporan 
sementara 

5. Petugas Layanan melakukan klarifikasi berupa 

identifikasi dan analisis untuk memberikan 

layanan informasi dan layanan konsultasi kepada 

pelapor; 

    Peraturan 
perundang - 
undangan, 

Data 
pendukung 

30 
menit 

Hasil 
identifikasi, 

analisis, 
klarifikasi 

6. Pelapor menerima layanan informasi dan layanan 

konsultasi. 

. 

    Berkas 

pendukung 

5 menit Form 

Penerimaan 

Layanan 

 

 

 

 

 



B. Prosedur Pelayanan Pengaduan Secara Tidak Langsung 

NO KEGIATAN 

PELAKSANAAN MUTU BAKU 

Pelapor Resepsionis 
Petugas 

Layanan 

Bidang 

Teknis 

Sekretari

s Dinas 

Kepala 

Dinas 
Kelengkapan Waktu Output 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 

1. Resepsionis menyampaikan berkas kasus 

pengaduan kepada petugas layanan untuk 

memberikan layanan kepada pelapor; 

      Berkas 
Pengaduan  

10 
menit  

Berkas 
Pengaduan 

2. Petugas layanan melakukan klarifikasi 

berupa identifikasi dan analisis :  

a. Petugas Layanan memberikan layanan 

yang dibutuhkan dan melaporkan kasus 

pengaduannya kepada Bidang Teknis 

apabila membutuhkan layanan lebih 

lanjut;  

b. Petugas Layanan menginformasikan 

kepada pelapor bahwa tidak dapat di 

tindaklanjuti. 

      Berkas 

Pengaduan, 

Peraturan 

perundang-

undangan, 

Data 

Pendukung  

20 

menit  

Hasil 

analisis 

3. Bidang Teknis menelaah hasil klarifikasi 

yang dilakukan oleh Petugas Layanan :  

a. Bidang Teknis merekomendasikan 

kepada Sekretaris Dinas agar pelapor 

dapat diberikan pendampingan layanan 

lebih lanjut;  

b. Bidang Teknis mendisposisikan kepada 

petugas layanan untuk memberikan 

layanan lain apabila diperlukan. 

      Hasil analisis  90 

menit  

Pendampin

gan 

4. Sekretaris Dinas merekomendasikan 

kepada Kepala Dinas agar pelapor 

diberikan pendampingan layanan lebih 

lanjut; 

       30 
menit 

 

5. Kepala Dinas memberikan layanan kepada 

pelapor berdasarkan rekomendasi dari 

Sekretaris Dinas; 

       30 
menit 

 



NO KEGIATAN 

PELAKSANAAN MUTU BAKU 

Pelapor Resepsionis 
Petugas 

Layanan 

Bidang 

Teknis 

Sekretari

s Dinas 

Kepala 

Dinas 
Kelengkapan Waktu Output 

6. Petugas Layanan memberikan layanan 

berupa surat tindak lanjut kepada pelapor 

atau pihak terkait 

       60 
menit 

Pendampin 

gan 

hukum, 

pendampin 

gan 

psikologi, 

Surat 

tindak 

lanjut 

7. Pelapor menerima layanan pendampingan 

atau layanan yang dibutuhkan. 

         

 

 

Kepala, 
 

 

 

Drs. H. A. GOZALI 

Pembina Utama Muda/IV.c 

Nip. 19680723 199303 1 003 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


